BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: Apakah terdapat perlindungan
hukum terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat dalam melaksanakan

budaya beruparitual kepercayaan

1.

Perlindungan hukum terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat
dalam melaksanakan budaya berupa ritual kepercayaan, pengaturan
mengenal hak masyarakat hukum adat yang bersifat kolektif diatur
dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang
bersifat sektoral. Pengaturan mengenai tempat upacara keagamaan
dilakukan diantaranya diatur dalam UUD 1945, UUPA, UU HAM,
UU Kehutanan, UU Desa, Permendagri 52/2014, Permen LH
P.4/2017, Permen ATR 18/2019, dan diatur pula dalam Putusan MK
35/2012. Berkaitan dengan pengaturan mengena ritual keagamaan
diatur dalam

UUD 1945, UU HAM, dan UU 11/2005. Sedangkan pengaturan
mengenai benda-benda dan alat-alat upacara diatur dalam beberapa
peraturan, yaitu UUD 1945 dan UU 11/2010.

Setelah dilakukan penelitian terhadap peraturan-peraturan tersebut,
ditemukan ketidakharmonisan mengenai pengaturan pengakuan
keberadaan dari masyarakat hukum adat yang tercantum dalam Pasal
18B Ayat (2) UUD 1945, dalam UU Kehutanan Pasal 67 Ayat (2), dan
Permendagri 52/2014 Pasal 6 Ayat (3). Mengena kriteria dari
masyarakat hukum adat, beberapa peraturan memberikan kriteria yang

86



berbeda, mengenal kumulas dari syarat-syarat masyarakat hukum adat
tersebut. Terdapat pula ketidaksinkronan mengenai aliran kepercayaan

masyarakat hukum adat, dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2),
Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama
(selanjutnya disebut UU PNPS, dan dalam Putusan MK Nomor
97/PUU-1V/2016 Tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang
Administras  Kependudukan.  Pengaturan-pengaturan  tersebut
menunjukan adanya inkonsistensi terhadap pengakuan kepercayaan
dari masyarakat hukum adat, melihat bahwa UU PNPS mash
diberlakukan. Tidak sinkronnya peraturan yang mengatur mengenai
hak melaksanakan kepercayaan terhadap masyarakat hukum adat
tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak kolektif dari
masyarakat hukum adat.

Upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memberikan
perlindungan hukum berkaitan dengan hak kolektif masyarakat hukum
adat dalam melaksanakan budaya dapat dilakukan dengan meratifikasi
Konvens ILO 169 Tahun 1989 yang membahas tentang perlindungan
terhadap hak-hak dari masyarakat hukum adat. Selanjutnya
perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah dapat
dilakukan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang
berdasarkan pada pemenuhan hak dari masyarakat hukum adat.
Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibuat dalam
berbagai bentuk, bentuk undang-undang untuk yang bersifat umum
sebagai payung hukum dalam perlindungan terhadap keberadaan dan
hak dari masyarakat hukum adat. Untuk tingkat yang lebih khusus lagi
disarankan dengan peraturan daerah agar tepat sasaran. Politik hukum
pemerintah dalam menjamin  masyarakat hukum adat dalam
melaksanakan budaya penting dalam prosesnya. Tidak sampa hanya
pada tahap pembuatan dari peraturan perundang-undangan saja, hamun
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juga perlu diperhatikan faktor pelaksanaan dari peraturan perundang-
undangan tersebut untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum
terhadap masyarakat hukum adat.

5.2 Saran
Berdasarkan pada kesimpulan penelitian tersebut, maka dapat diberikan
saran berupa:

1. Disarankan kepada Lembaga legidlatif dan eksekutif, untuk
memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pembuatan
peraturan, karena jika hak-hak tersebut tidak diperhatikan akan terjadi
pelanggaran terhadap hak konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945.

2. Disarankan kepada Lembaga legidatif dan eksekutif untuk membuat dan
mensahkan payung hukum mengenai perlindungan dan pengakuan dari
masyarakat hukum adat dalam bentuk undang-undang, karena dengan
tidak adanya payung hukum mengena perlindungan dan pengakuan
masyarakat hukum adat menjadikan pengaturan mengenai hal tersebut
bersifat sektora dan cenderung tidak harmonis dan menimbulkan
ketidakpastian hukum.

3. Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk meratifikas Konvensi
ILO 169 Tahun 1989 yang membahas mengenai hak hak msyarakat
masyarakat hukum adat, karena Indonesia adalah anggota PBB yang
melindungi masyarakat hukum adat dan di Indonesia sendiri belum ada
pengaturan khusus tentang masyarakat hukum adat.

4. Disarankan kepada pemerintah daerah tingkat Provins maupun
Kabupaten/Kota untuk membuat peraturan daerah mengenai pengakuan
dan perlindungan masyarakat hukum adat terutama terkait dengan hak
kolektif terhadap budaya berupa ritual kepercayaan di daerahnya masing-
masing, karena dengan adanya pembuatan peraturan daerah tersebut akan
lebih memberikan perlindungan terhadap masyakat hukum adat sesuai
dengan kekhasan daerah tersebut.
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5. Disarankan kepada masyarakat hukum adat di Indonesia untuk ikut
mendorong diratifikasinya konvensi-konvens yang dapat melindungi hak-
hak dari masyarakat hukum adat, karena terdapat berbagai konvensi
internasional terkait hak kolektif masyarakat hukum adat yang belum
diratifikasi.

6. Disarankan kepada masyarakat hukum adat secara umum untuk
mendorong pemerintah mensahkan RUU Masyarakat Hukum Adat, karena
hak-hak dari masyarakat hukum adat akan lebih terlindungi dengan
disahkannya RUU tersebut.

7. Bagi para penditi yang membahas mengenai masalah pengakuan
masyarakat hukum adat dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai
perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak dari masyarakat hukum
adat.
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